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Dosen Pidana,
Fakultas Hukum Tarumanagara

emanggilan Komisi
III DPR berapa hari
Ji.  yanglalu terkait ten-
tang penanganan kasus
Sumber Waras oleh KPK su-
dah mendapatkan jawaban.
KPK menyatakan bahwa ti-
dak ditemukannya bukti
bahwa adanya dugaan tin-
dak pidana korupsi dalam
kasustersebut, intinyatidak
ada perbuatan melawan hu-
kum terkait kasus pembe-
lianlahan Sumber Waras.

Kasus ini memang tidak
dapat dilepaskan dari Ahok
selaku kapasitasnya sebagai
kepanjangtanganan peme-
rintah yang menjalankan
fungsinyasebagaikepalada-
erah DKI Jakarta. Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) menyebut tidak ada
perbuatan melawan hukum
terkait pembelianlahan RS
Sumber Waras.

Kasus ini berawal dari

- adanyahasilauditBadan Pe-

meriksa Keuangan (BPK)
yang di dalam laporannya
menyatakan bahwa laporan
keuangan Pemerintah Pro-
vinsi DKI Jakarta 2014
mendapatkan opini Wajar
dengan Pengecualian
(WDP). Adapun catatan ter-

sebut diperoleh dari penga-
daan lahan RS Sumber Wa-/

rasyang tidak melewatipro-

dalam Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan. Secara
filsafat, dapat dengan mudahki-
ta temukan dalam Penjelasan
Umum di dalam UU tersebut
adalah bahwa pemeriksaan pe-
ngelolaan dan tanggung jawab
pemerintah tentang keuangan
negara merupakan kewa-
jiban yang berat, sehingga
perludibentuk suatu Badan
Pemeriksa Keuangan yang
terlepasdaripengaruhdan
kekuasaan pemerintah.
Tuntutan reformasi telah
menghendaki ter-wujud-

nya penyelenggaraan ne-
gara yang bersih dan be-

bas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN) me-
nuju tata pemerintahan
yang baik hal tersebut seba-
gaimana yang diamanatkan
dalamUUD 1945.

Kerja BPK dalam hal menda-
patkan temuan terjadinya pe-
nyimpangan terhadap penggu-
naan anggaran negara, tidaklah
dilakukan dengan serampang-
an. BPK harus berdasar kepada
objekyang diperiksa dengan ter-
lebihdahuludisesuaikandengan
standar pemeriksaan keuangan
negara, setidaknya hal tersebut
berpedoman pada pasal 6 ten-
tang tugas BPK yang termaktub
dalam UU Nomor 15 Tahun
2006.

Lebih jauh dalam pasal
selanjutnya, yaitu Pasal 8 ayat 3
dan ayat 4 disebutkan bahwa
apabiladalampemeriksaandite-
mukanunsur pidana, BPK mela-
porkan hal tersebut kepada ins-
tansiyang berwenang sesuai de-
ngan ketentuan peraturan per-
undang-undangan paling lama
satubulan sejak diketahui ada-

nya unsur pidana tersebut. Dan,
laporan BPK sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) dijadikan
dasar penyidikan oleh pejabat

penyidik yang ber-
wenangsesuaidengan
peraturan perundang-
undangan. Tentunya
laporan BPK tersebut

sudah dapat ‘menjadi

pintu masuk awal untuk di-
lakukan penyelidikan kemudian
dilanjutkan kepada tahap
penyidikan.

Maka kemudian apa yang te-
lah dilakukan BPK tidak melebi-
hidari tugas dan fungsinyaseba-
gai lembaga negara. Sekarang
tentu tinggal langkah lanjutan
yang diperlukan oleh aparat pe-
negak hukum dalam hal ini pe-
nyidik untuk dapat menemukan
atau mencari lebih jauh tentang
faktahukum suatuperistiwater-
sebut. Kalau saja lupa, mungkin
kita perlu sama-sama meng-

ingatkan bahwa KPK pernah
menjadikan dasar laporan BPK
iniuntukdapatmenjeratpelang-
garhukumyangkemudianmeru-
gikan keuangan negara sebut
saja Kasus Wisma Atlet
Hambalang yangke-
mudian menyeret
nama Andi
Mallarangeng,
serta kompa-
triotnya di
Demokrat,

Jero Wacik,

KORAN SINDO/IKHSAN DWIONO

serta kasus yang kemudian

membuatnamaSuryadharmaAli

menjadi tersangka kasus korupsi
penyelenggaraan haji di Keme-
nagtahun2011-2013.
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sertanomor rexei .

Jika setelah seminggus
konfirmasilangsung¢
dit

*%k%

Masalah ini merupakan
sauankitasemua,untukper
yanghampirmirip tapipola
dekatan yang dilakukan aj
penegak hukum kita bisa
beda. Ambiguitasinitentur
jadikanlagi-lagimasyarakat
ban dari kebutaannya akar
kum. Bukan persoalan :
yangberkasus.

Namun, yang harus di
matkandariitusemuaadals
mangat pemberantasan ko
yang tak boleh dibiarkan
oleh agenda di luar peneg,
hukum yang bermartabat.
polayang sama dilakukan u
memberangus sebuah tind
pelanggaran hukum, logis
etis hal itujuga digunakan ¢
gai pedoman yang sama d-
melakukan konteks peneg.
hukum yang tidak akhi
menjadiseakan tebang pilih

Kita tentu mencintai ¢
punyangberadadi gariskor
doyangmenciptakankondi:
merintahan yang zero toller
terhadap korupsi, siapa pu
dandarimana pundiabera:

Entahlah siapa yang s
narnyawaras dalam kasus !
ber Waras ini? Mungkin al
nya nanti sejarah saja yan,
mudian cukup mencatat
atau bahkan hal ini tetap :
menjadi misteri tanpa a
Kitatunggu saja.. ®

aripembaca untuk
D00 kata (5.000-6.5(
indo@mncgroup.co
ae, foto terbaru,
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